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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Kerapatan Adat Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau 

Kembar dalam mengatasi kasus perzinaan berperan sebagai pemberi 

nasehat dan pemberi pendapat pada Mamak Korong terkait kasus zina 

yang dilakukan oleh anak kemenakannya. Kasus zina yang terjadi di 

Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar dapat 

diselesaikan berdasarkan ‘salasai di lapiak nan sahalai’ yang berarti 

hanya diselesaikan oleh Mamak Korong saja. Ini terjadi dikarenakan di 

Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar  hal tersebut 

dapat dikatakan sebagai aib keluarga, sehingga kebanyakan kasusnya 

disembunyikan dan hanya mamak dari pelaku sajalah yang 

menyelesaikannya. 

2. Kendala yang dihadapi oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menanggulangi 

kasus zina di Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar 

dapat berupa:  

a. faktor penegak hukum; 

b. faktor masyarakat 

c. Faktor budaya; 

d. Rendahnya partisipasi urang ampek jinih (Penghulu, Manti, Dubalang, 

Malin); 
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e. Sumberdaya ekonomi yang terbatas untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan KAN Kampung Batu Dalam;  

f. Gaya hidup anak remaja yang kebarat-baratan yang mudah 

terpengaruh oleh budaya lokal, sehingga kesulitan untuk diberi 

nasehat. 

B. Saran 

1. Diharapakan kepada Ninik Mamak beserta masyarakat setempat untuk 

mengefektifitaskan kembali pendidikan karakter sejak dini seperti didikan 

subuh setiap hari minggu pagi, pesantren Ramadhan, dan kegiatan 

keagamaan lainnya.  Seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, 

menyambut bulan Ramadhan, mengaji bersama, dan kegiatan keagamaan 

lainnya. 

2. Diharapkan kepada Ninik Mamak agar dapat membimbing remaja nagari 

untuk menjauhi perbuatan zina, yang mana dapat dilakukan dengan cara 

sosialisasi, karena dapat merusak martabat keluarga bahkan martabat 

nagari. 

3. Diharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari, baik itu Alim Ulama, Wali 

Nagari, dan perangkat nagari lainnya dapat melakukan penyuluhan kepada 

remaja nagari untuk menjauhi perbuatan zina dan mengawasi anak nagari. 

4. Diharapkan kepada remaja untuk aktif kembali dalam kegiatan Remaja 

Masjid seperti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, menyambut bulan 

suci Ramadhan, mengaji bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya.
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